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EROVINSY cy;fzz\_\mm {ENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
' NOMOR 121 TAHUN 2016

'I‘ENTANG

'KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

‘ DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

) . Menimbang :

Mengingat - :

DEN(.:AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
‘ BUPATI KARANGANYAR,

| rbahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat ( 1) jo Pasal 3
huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur

- Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode

Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara d1 Llngkungan Pemerintah -
Kabupaten Karanganyar;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
~Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Tengah;

. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor €, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a '
Nomor 5404) ‘

.- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

~ Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan

~ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
- ‘Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
‘Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara chubhlk Indones1a

Nomor 560 1)

. Peraturan Pemerl'ntah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

- Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2003 Nomor

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah .
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah 'Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang

~ Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian- Pegawai Negeri



~ Sipil - (Lembaran Necrara Repubhk Iridonesia fTah.ﬁn 2009
Nomor 164); . )

" 7. Peraturan Pemerintah ‘Nomor 42 Tahun 2004 tentang

- .Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik 'Pegawai Negeri - Sipil
(Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2014 Nomor 141,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4449);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

7 9 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 .

S Ménetapkan_

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-unddngan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 199); |

~ tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

- Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun |
, 2016 Nomo" 16); , ‘ ~

o
"MEMUTUSKAN: | B :
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR
SIPIL  NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

KARANGANYAR

R BABI{
KETENTUAN UMUM

i
!

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dlmaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar, =

2. Pemerintah Daerah adalah Bupat1 sebaga1 unsur penyelenggara’f.'»

Pemerintahan = Daerah yang merrumpm pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah

- profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
‘Perjanjian  Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah

~ Kabupaten Karanganyar;

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai

ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
‘perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lamnya dan drgap berdasarkan peraturan
perundang-undangan. .
5. Kode Etik adalah pedoman s1kap, tmgkah laku dan perbuatan
 pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hldup

sehari-hari. ?

o 6. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tullsan atau ,

~ perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir Kode Etik ini.

': 7. Majelis Kode Etik ASN adalah |lembaga non struktural pada '

~instansi Pemerintah Daerah yang ,bertugas melakukan penegakan
pelaksanaan dan penyelesaian pelanggaran kode etik  yang

dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

: : BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasa12

Kode Etik bertujuan untux: |
a. membina dan mendorong pelaksanaan tugas sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan; ;

~ b. memelihara dan menmgkatkan kerjasama dan sernangat'

pengabdlan dalam memberlkan pelayanan,

!

i



C. memngkatkan kualitas kerja dan penlaku kerja pegawai yang
profeswnal :
d. menjaga martahat, kehormatan, cxtra dan kredlblhtas Pegawal

| ASN.

e Pasal 3

-

: :Ruang Lingkup Kode Etik meliputi:
Kode Etik dalam berorganisasi;

aoop

. Kode Etik atasan terhadap bawahan;

‘Kode Etik bawahan terhadap atasan; dan
‘Kode Etik terhadap sesama Pegawai ASN.

BAB III
NILAI-NILAI DASAR.

Pasal 4

" (1) Nilai-nilai dasar Kode Etik yang harus duunjung t1ngg1 oleh
Pegawai ASN, meliputi ; :

a.
b.

R oo

—

—a.

—
.

s

memegang teguh idiologi Pancaslla

setia dan taat kepada negara kesatuan dan Pernermtah,
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945;

mengabdi kepada negara dan rakyat Indones1a

. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan;
menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;

mempertanggungjawabkan tmdakan dan kmerjanya kepada
publik;

. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebuakan dan

program pemerintah;
mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi; v
memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap,

cepat, tepat, akurat, berdayaguna dan berhasil guna dan

santurn;
menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama;

mengutamakan pencapalan hasil dan mendorong kinerja
pegawai; ~

. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;

meningkatkan  efektivitas = sistem pemerintahan  yang
demokratis sebagai perangkat sistem karier. '

(2) Nilai-‘nilai dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan

tugas dan berperilaku sehari-hari.

: BAB'IV
KODE ETIK PEGAWAI ASN

Pasal 5 .

Kode Etik dalam berorgamsasx mehputl _
“melaksanakan tugasnya dcngan JUJUI', bertanggung jawab dan' ,

berintegritas tinggi;
melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;

‘a.

ao

" melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;

melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;
melaksanakan tugasnya sesuai dengan permtah atasan atau"



 pejabat yang berwénang 'sféjauh‘ tidak bé‘ftentangan dengan

- ketentuan peraturanr perundang—undangan dan  etika

: pemermtahan, ,
menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebljakan Negara/

Daerah;
menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung

? Jawab efektif dan efisien;

menjaga -~ agar tidak terjadi' konﬂlk kepentmgan dalam

melaksanakan tugasnya;
memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan

“kepada pihak lain  yang memerlukan mformaS1 terkalt RN

‘kepentingan kedmasan

. tidak- menyalahgunakan ‘informasi mtern negara tugas, status,

kekuasaan, dan jabatannya untuk, mendapatkan atau mencari
keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain;
memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasx

‘dan integritas ASN; ‘
melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nornor 53 5

‘Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai pasal 3 tentang kewajiban
pegawai dan pasal 4 tentang larangan Pegawai ASN.

Pasal'6

Kode Etlk atasan terhadap bawahan meliputi:

oA
b,
SC

menjadi teladan bagi bawahan;
membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
“memberikan mouva31 kepada bawahan dalam pelaksanaan

= - tugas;
-d.

mengayomi dan melmdungl bawahan

f‘,mengkoordmlr bawahan dan membag1 tugas dengan balk dan

benar;

‘ 'mengembangkan mla1 nilai demokratls

mendukung.  kreativitas dan movasi bawahan dalam

melaksanakan tugas; dan
memberikan *eward dan pumshment terhadap kmerja bawahan

Pasal 7

 Kode Etik bawahan terhadap atasan meliputi:

a.

melaksanakan perintah atasan dengan penuh rasa tanggung

- jawab;

b.
c.

0 ™

memberikan masukan sesuai dengan tugas pokoknya; - ‘
mengedepankan sopan santun dalam berkomunikasi dengan' .

. atasan; .
~member1kan 1nforma31 secara cepat dalam melaksanakan .

 tugas;

melaporkan hasxl pelaksanaan tugas secara berkala;
tidak menunda pekerjaan yang diperintahkan atasan;

.- mengembangkan ‘pemikiran yang kreat1f dan inovatif sesual-

: dengan ketentuan yang berlaku; dan

Lo TP

a

berorlentam pada upaya pemngkatan kualltas kerja P

Pasa18 FONTPI L

Kode Etlk terhadap sesama Pegawai ASN mellput' :

saling menghormat1 antara sesama Pegawai ASN;
memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai ASN

mengharga1 perbedaan pendapat;
menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawau ASN; dan
menjaga dan menjalin - kerjasama yang kooperatlf sesama

Pegawal ASN



et BABV
PENEGAKAN KODE ETIK

5 Bagxan Kesatu v f’i
S Sanksi S

Pasal 9

’5"2_'2@‘:(1)Setlap Pegawau ASN dl‘ngkungan Pemermtah Daerah yang

terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral.

"::';‘(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

(l)

@

~a. pernyataan secara tertutup, atau
- b. pernyataan secara terbuka

i | Bag1an Kedru'aﬁ e
~ Majelis Kode Etik
4 Pasal ;O |

Setxap ter_]Adl ? 'dugaan pelanggaran vKode 'Etik' Péga\'wai:_
diselésaikan Majelis Kode Etik. .

~ Pegawai ASN yang menduduk1 jabatan struktural eselon IL.a;

b, Sekretaris Daerah, apablla dugaan_ pelanggaran Kode Etikr , :

dilakukan oleh Pegawai ASN yang mendudukl jabatan
struktural eselon II.b dan eselon III, fungsional, pelaksana dan:
Calon Pegawai ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah;

L :_'c‘.j Kepala. Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran Kode -

Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan

- struktural eselon IV, fungsmnal pelaksana dan Calon Pegavvar
. ASNJi ngkungannya ‘ : -
(8

Keanggotaan Majells Kode Etxk sebagalmana dlmaksud pada ayat'

(2) terdiri dari: - , ‘
a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;

' ‘b 1 (satu) orang Sekretarls merangkap Anggota,; dan =

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

i Dalam hal keanggotaan Majelis Kode' Etik - Ieblh dar1 5 (hma)' Sl

orang, maka jumlahnya harus ganjil.

Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etlk tldak boleh 1eb1h =

" rendah dari jabatan dan pangkat Pegawal ASN yang d1per1ksa ,
_karena diduga melanggar Kode Etik. ey
‘Masa tugas Majelis Kode Etik berakhlr pada saat Keputusan e

, MaJe11s Kode Etlk berakhlr , 4

Pasal 11

 .f Majehs Kode Etlk sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
© mempunyai tugas: ‘
st a,

menerima setiap laporan dan - atau pengaduan - dari

'_masyarakat/Pegawal ASN di lmgkungan Pemerintah Kabupaten -

Karanganyar mengena1 mkap, perllaku ‘dan perbuatan Pegawal’j :
."v;menampung dan membahas secara komprehens1f setlap laporan

- pelanggaran kode etik;

“mengambil keputusan setelah memerlksa Pegawa1 ASN d1 ,
"lmgkungan Pemerintah Daerah yang dlsangka melanggar kode
“etik setelah mempertlmbangkan keterangan yang bersangkutan :
saksi; dan alat bukti lainnya; :
,Majehs Kode Etxk dalam mengamb11 keputusan ber31fat bebas dan

) Pembentukan Majelis Kode Etlk sebagalmana dlmaksud pada L
i ‘ayat (1) ditetapkan oleh : o
“a. Bupati, apabila dLgaan pelanggaran Kode Etlk dllakukan oleh



tldak dapat d1pengaruh1 plhak manapun
| s Bagxan Ketlga
Prosedur dan Tata Ker_)a MaJehs Kode Etlk

i DEERER «Pasa112 : T L
. (1) Pegawali yang dlduga melakukan pelanggaran Kode Etik f
-~ dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik. ,
" (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memangg11 orang)‘
- lain yang berkaitan untuk dlmmtaz keterangan guna kepentmgan'
~~ pemeriksaan. G
() Setiap lapOran dan/ atau- pengaduan terhadap ASN yang dlduga’ '

- melanggar kode etik dan kode perilaku, majelis  kode etik Ly

- melakukan pemerlksaan palmg lama 7 (tUJuh) hari ker_;a setelah
. laporan diterima,

| ;5‘}::’;:'('4)" Panggilan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) A

- dilakukan secara tertulis dan dltandatangam oleh Ketua atau”
sy Sekretarls Majehs Kode Et1k i o SR Rl

: e o : Pasal 13 ~ :
(1) Pemerlksaan pelanggaran kode etlk dllakukan secara tertutup,

hanya diketahui dan chhadm oleh Pegawal ASN yang dlperlksa

) dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai. ASN . yang dlperlksa karena d1duga melakukan

pelanggaran kode etik, wajib memawab segala pertanyaan yang.
- diajukan oleh Majelis Kode Etik.
’ (3) Apabila Pegawai ASN yang dlperlksa tidak mau menjawab i
_ pertanyaan, maka - yang - bersangkutan dianggap mengaku1“;~
~dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya. : :

s ,(4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

yang. ditandatangani oleh Majehs Kode Etlk dan Pegawau ASN

- yang diperiksa."

(5) Apabila ~ Pegawai - ASN yang dlperlksa tldak bersed1a'f7‘ |

" menandatangani Ber1ta Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara S
Pemeriksaan tersebut cukup. dltandatangam oleh Majelis Kode

- Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita
Acara Pemeriksaan, bahwa Pegawai ASN yang dlperlksa tldak g
bersedla menandatangam berlta acara pemerlksaan

Pasal 14 |

) Ma)ehs Kode Etik 'mengambll keputusan setelah memerlksa

- Pegawai ASN yang diduga melanggar kode etik.
S (2) Majehs Kode Etik - mengambil keputusan setelah Pegawal ASN,
yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

(3) Pembelaan - diri sebagaimana = dimaksud pada ayat  (2)

dlsampalkan pada saat pemenksaan oleh Ma._]ells Kode Etik.

( )Keputusan Majelis ‘Kode Etik ‘diambi! ' secara musyawarah g

-mufakat dalam Sidang Majehs Kode Etlk tanpa dxhadm Pegawa1 R

: ASN yang dlperlksa : :
(5) Dalam hatl musyawarah mufakat sebagalmana dimaksud pada’
ayat (4) tidak tercapen keputusan dxambll denoan suara

- terbanyak. : ‘

~ (6) Sidang MaJehs Kode Etik dlanggap sah apablla d1had1r1 mlmmal ‘

: oleh unsur: Ketua, Sekretarls dan pahng kurang 3 (t1ga) orang

s anggota.

{7) Keputusan Sldang Majehs Kode Etlk berupa rekornﬂndam dan_

. bersifat final.- i
(8) Rekomendasi Sxdang Majehs Kode Etlk sebagalmana d1maksud

- ayat (7) dltandatangam oleh unsur Ketua dan Sekretarls '



‘. ‘ Pasal 15 :
' (]) MaJehs Kode Etlk Wajlb menyampalkan Berita Acara Pemeriksaan
dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada
Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai
- bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

" (2) Format Berita Acara Pemeriksaan hasil sidang sebagaimana

_ tersebut pada lampiran yang merupakan baglan yang tldak
terpxsahkan dalam Peraturan Bupat1 mx. , ; x

, Baglan Keempat
Penjatuhan Sanksi Moral

: ~ Pasal 16 _ .
(1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana -
- dimaksud dalam Pasal 9 adalah: | '
- a.Bupati, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh
- Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon Il.a;
 b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik
dilakukan ~oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan
- struktural eselon II.b dan eselon III, fungsional, pelaksana dan
Calon Pegawai ASN di Lingkungan Sekretariat Daerah;
- c.Kepala Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran Kode
~ Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural eselon IV, fungsmnal pelaksana dan Calon Pegawal
~ ASN di Lingkungannya.

(2) Dalam keputusan  penjatuhan sanks1 “moral sebagalmana
dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) harus disebutkan jenis
pelanggaran Kode Etik yang dilakukan. .

(3) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalul
a. pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang

' ‘berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan '
b. pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh pejabat
pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditentuukan.

(4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a hanya diketahui oleh Pegawai ASN yang bersangkutan
dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain
yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak

boleh berpangkat leblh rendah ~dari Pegawau ASN yang

- bersangkutan.

- (S) Pernyataan secara terbuka sebagaxmana dimaksud pada ayat (4)

~huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi,
upacara bendera, papan pengumuman, dan forum lain yang
dipandang sesuai untuk itu.

(6) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka

~ mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat Berita Acara.

(7) Format Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat
(1) sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

: Pasal 17 I
: Pegawa1 ASN yang melakukan pelanggaran kode Ctlk selain
dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,

dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan

B perundang undangan, atas rekomenda31 Majelis Kode Etik.



: BAB VI =
KE"ENTUAN PENUTUP

R ~ Pasal 18
Peraturan Bupat1 ini mulal berlaku pada tanggal dltetapkan

Agar sectiap orang mengetahulnya memerintahkan pengundanga'nr;,
- Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Ber1ta Daerah S

S Kabupaten Karanganyar

Ditefapkéh di Kafanganyar 3
pada tanggal 13 Desember 9016 j
' BUPATI KARANGANYAR

Gl
~ JULIYATMONO

 Diundangkan di Karanganyar

ik pada tanggal 13 Desember 2016

E (SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

R ted. s
- BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016

S ngOMOR121

~ Salinan sesuai dengan aslinya

- SEKRETARIAT DAERAH

_ KABUPATEN KARANGANYAR L

_ Kepala Bagjan Hukum,

A ZULFG: HADIDH
~ NIP.19750311 199903 1.009




~ LAMPIRAN

- PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 121 TAHUN 2016
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI
- APARATUR ~ SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN  PEMERINTAH .
KARUPATEN KARANGANYAR |

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK, FORMAT
REI"OMENDASI MAJELIS KODE ETIK ; SERTA FORMAT KEPUTUSAN
'PENJATUHAN SANKSI MORAL

"A F ORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

‘Pada hariini....... tanggal ......bulan...... tahun....... Majelis Kode Etik

yang dlbentuk berdasarkan Keputusan '.»Nomor ......tanggal....... masing-masing:
~+1.. Nama T VS S P ' ' '
NIP
- Pangkat/Gol. Ruang I A .
Jabatan': e T e ~
2. Nama = R IS ST
S NIP '
‘Pangkat/Gol. Ruang Pl e
. Jabatan T RN RO,
3. Dst ~f s :
: melakukan pemerlksaan terhadap :
Nama - - e
~NIP PP RN I R
‘“Pangkat/Gol Ruang RTINSV SN
- Jabatan = S e
- Unit Kerja - : : ' D s

karena yang bersangkutan diduga telah melakukcm pelanggaran kode etik terhadap
ketentuan : ;. ; *)
DAFTAR PERTANYAAN : )

1. Pertanyaan RPN TR
1. Jawaban L.
. 2. Pertanvaan ; I
o 20 Jawaban T P .
3. Dsty ‘ : o ,
Demikian Benta Acara Pemerxksaan ini -dibuat ‘untuk  dapat digunakan

sebagalmana mestmya

: f‘i Yang Diperiksé’l‘," : L ‘ ! Majelis Kode Etik:
S RS e ~ Ketua - , s
“'Nama: e e T Nama

. NIP. L NP
g Gol/Pangkat ... . . QGol/Pangkat

- Tanda Tangan coo oo ... TandaTangan :
CCatatan: 0 * Sekretaris

NIP

Gol/ Pangkat

Tanda Tangan

Anggota
I~ Nama
NIP R
.Gol/Pangkat -
Tanda Tangan :
2. Nama
NIP" .~
Gol/Pangkat :
“Tanda Tangan :
3 Dst s



RAI-IASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Ma_yel:s Kode Etik sebagai berikut:
1. Pada hari . ... .... tanggal . ... ... .. Majelis Kode Etik telah melakukan pemeriksaan
terhadap Saudara: ‘
Nama E P ST U ‘

NIP N

Pangkat R R
. Jabatan P
Unit Kerja R =
yang dalam pemerlksaan tersebut, yang bersangkutan terbuktx tidak terbuktl*) melakukan

= perbuatan yang melanggar ketentuan . g ) berupa ..... e

Berdasarkan hasil pemerlksaan tersebut Majehs Kode Etlk telah memutuskan bahwa kepada
pegawai yang bersangkutan untuk: .
a. dijatuhi sanksi moral berupa pemyataan secara tertutup/ terbuka*)

b. dlkenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan ™

]

Sebagai bahan dalam ménetapkan“kep‘utusan penjatuhan sanksi rnoral, bersama ini kami
lampirkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pegawai yang bersangkutan.

Demikian rekomendasi ini dxsampaxkan untuk dlgunakan sebagaimana mestinya sesuai
peraturan perundang> undangan.

_ Majelis Kode Etik:
Ketua
-~ Nama~
- NIP
- Gol/Pangkat
, Tanda Tangan = :

Sekretaris

~ Nama
NIP -
Gol/Pangkat
Tanda Tangan

Anggota

*1. Nama
NIP. .
Gol/Pangkat
Tanda Tangan :

2. Dst.

Tembusan St L : et : S
Yth: 1. ... rees ,
S R FE ¥

*}. Coret yang txdak perlu,
) Tulislah ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan

Bupati Karanganyar Nomor..... .Tahun...... yang dilanggar.
) Dxtulls apabila direkomendasikan pula tindakan admmxstratxf




c FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL S

KEPUTUSAN . .. .. SR )
;,NOMOR..'...’ ..... ST
g TENTANG
- . . 3 y > ,*) “
 Menimbang :a. bahwa dengan Keputusan ...  Nomor ... tanggal ... ‘telah dibentuk

ke Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang
dxlakukan oleh - Saudara ' NIP Jabatan ST Umt ORI KerJa .
: ‘j'_bv. bahwa berdasar rekomendasx Majellb ‘Kode htlk tanggal Nomor :

RETTTEeY Sdr. ... terbukti ' melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan

S Ao ) dan memutuskan untuk .. )
el bahwa berdasarkan’ ‘pertimbangan sebagalmana : dlmaksud pada
" huruf adan  huruf b, perlu menetapkan i Keputusan ' - Pematuhan

" sanksi-  moral kepada saudara yang berupa pemyataan
i tﬂrtutup/terbuka***)
- Mengingat = : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang....l;.... (Lembaran Negara
~ " . % Repubik Indonesia Tahun.......... Nomor- IR Tambahan Lcmbaran
£ Negara Repubik Indonesia Nomor .......... ) ' :
- 2. Peraturan. Pemerintah Nomor 42 Tahun  2004- tentang ...........i..
‘(Lembaran' Negara Repubik Indonesia Tahun.......... Nomor ........... ,
R E Tambahan Lembaran negera Republk Indones1a Nomor ....... )y
= TR e Dst. » : ~
. L B e e e SRR . MEMUTUSKAN:
S Menetapkanfﬂ"‘ ; e B R
U KESATU @ s Nama ol
oo NIP S :
: Pangkat/Gol Ruang ........
. Jabatan R E e ARV ‘
. Unit Kerja TR R T : : ‘ :
;. Terbukti melanggar Kode Etlk PNS sebagalmana ketentuan dalam Pasal *x)
5 berupa . ")yang termasuk dalampelanggaran Kode Etlk kategon o
S I 'rmgan/sedang/berat'"*) ,
'KEDUA = : Berdasarkan pelanggaran Kode Et1k sebagaxmana dlmaksud dalam DIKTUM -
st 0 KESATU, kepada yang brsangkutan diberikan sanksi moral berupa ......
o KETIGA - Keputusan ini mula1 berlaku pada tanggal ditetapkan. ; o
L MR : : : ~ Ditetapkan di ... St
Pada tangga‘ ...... O e S

...............................................

oAt e (PEJABAT YANG BERWENANG)
. TEMBUSAN : o

3. sdr. ....... (Pegawa1 ASN yang bersangkutan)

' *) ’I‘uhslah nama Jabatan dari peJabat yang berwenang menjatuhkan sanksx moral ;
) Tuhslah ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/ atau Peraturan
, Bupat1 Karanganyar Nomor ... Tahun .., yang dxlanggar s V SR PRI
o) ‘Tulislah rekomendasi dan Majelxs Kode Etik. e S :
; yj****) Coret yang t1dak perlu = RPN R
at , : : - BUPATI KARANGANYAR, -
Cttd.

'JULIYATMONO



